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MENTERINEGARA
PERENCANAAN PEMBANGI,'NAN NASIONAU

KEPALABAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 3r4 /M.WN/11/2O02

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR KEKAYAAN

BAGI PEJABAT LAINNYA

DI LINGKUNGAN KANTOR MENTERI NEGARA PERENCA NAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a.

b.

C.

bahwa penyele nqgara regara mempunyai peranan yang sangat

nrenenfukan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang

bersih dan bebas clari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam upaya

untuk mencapai cita -cita kemerdekaan yaitu mewujudkan keadilan

dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia, maka dibutuhkan

penyelenggara negara yang memiliki sifat jujur, adll, terbuka, dapat

dipercaya, dan mampu membebaskan diri dari praktek korupsi,

kolusi, dan nepotisme;

bahwa berdasarkan Pasal 5 angka 3 Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi., dan Nepotisme, setiap penyelengg ara :negara

berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya

sebelurrr dan setelah menjabat;

bahwa dalam vpaya nempercepat terwujudnya penyelenggara

negara yang memiliki sifat jujur, adil, terbuka, dapat dipercaya, dan

nlampu ..
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mampu memhbaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan

nepotisme sekaligus meningkatkan efektivitas pencegahan praktek

kolusi, korupsi, dan nepotisme, sesuai dengan surat Menteri Negara

PAN Nomor 268IM.PAN,/1O/2OO2 tanggal 14 Ol<tober 2OO2

perihal Penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara

(LKPN), dipandang perlu menetapkan pejabat lain di lingkungan

Kantor Menteri Negara Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Petencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Meneg. PPN/

Bappenas) yang wajib melaporkan dan mengumumkan harta

kekayaannya;

d. bahwa pejabat lain sebagaimana dimaksud pada h:oruf c di atas

adalah setiap pejabat eselon II, pemimpin proyek, bendah arawan

proyek, pemimpin bagian proyek, bendah arawan bagian proyek,

dan bendaharawan rutin di lingkungan Kantor Meneg.

PPN/Bappenas yang mengelola dana 5O0 juta rupiah atau lebih;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan tJndang -

andang Nomor 20 Tahun 2007;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;

4- Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang pembentukan

Komisi Pemeriks a Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat

Jenderal Komisi Pemeriks a Kekayaan Penyelenggara Negaral

Memperhatikan: Surat Menteri Negara Pendayagwaan Aparafir Negara (Meneg.

PAN) Nomor 268IM.PAN/10/2OO2 tanggal 74 Oktober 2OO2

perihal Penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara

(LKPN);

MEMUTUSKAN:



N4enetapkan

PERTAMA

KEDLIA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPIM]SAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR KEKAYAAN BAGI

PEJABAT LAINNYA DI LINGKUNGAN KANTOR MENTERI NEGARA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL.

Menetapkan wajib lapor kekayaan bagi pejabat lainnya di lingkungan

Kantor Menteri Negara Perenc anaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Meneg. PPN/Bappenas),

yaito bagi setiap pejabat eselon II, pemimpin proyek, bendah arawan

proyek, pemimpin bagian proyek, bendah arawarl bagian proyek, dan

bendaharawan rutin yang mengelola dana 500 juta rupiah atauleblh;

Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA di atas wajlb

melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan

P enyelengar a Negara (KPKPN) ;

Memerintahkan kepada pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum

PERTAMA di atas untuk segera melaksanakan kewajibannya yaifii

menyampaikan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN)

kepada KPKPN;

Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diltum PERTAMA yang sampai

dengan balas waktu yang telah ditentukan belum menyampaikan LKPN

kepada KPKPN akan dlkenakan sanksi sesuai dengan perattran disiplin

pegawai negeri sipil;

Menunjuk Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris ULama Bappenas

untuk menyiapkan dafrar nama pejabat dan setiap mutasi/pengganttan

pejabat yang wajib menyampaikan LKPN sebagaimana dimaksud pada

Diktum PERTAMA untuk dilaporkan kepada Menteri Negara PAN dan

KPKPN dan sebagai penanggung jawab pengurusan LKPN di

lingkungan Kantor Meneg. PPN/Bappenas;

KEENAM...
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I(EENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal dltetapkan dengan ketentuan

apablla dlkonrttdian hari tetdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Padalanggal t9 November 2O02

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN
41.-.\

AAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

K KIAN GIE

Saiinan Keputusan ini oaikan keoada Yth.:

1. Menteri Negara Pendayagtnaan Aparator Negara;

2. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;

3. Sekretaris Meneg. PPN/Sekretaris Utama Bappenas;

4. Inspektur Utama, Bapperas;


